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DASAR HUKUM: KETERKAITAN:

1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak | SOP Proses Penyelesaian perkara tindak
Pidana Suap pidana korupsi

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana PERINGATAN/CATATAN:

3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Jika SOP ini tidak diaksanakan maka tertib
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, administrasi tidak akan tercapai
Kolusi dan Nepotisme

4, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang KUALIFIKASI PELAKSANA :
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sl .

5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 2. SMU Sederajat
atas Undang-Un.dang r?lomor 31 Tahun 1999 tentang PERALATAN/PERLENGKAPAN :
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 1. Alat Tulis Kantor (ATK)

6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan 2. Komputer
Kehakiman 3. Printer

7. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang | pENCATATAN DAN PENDATAAN:
Peradilan Umum Register Izin/Persetujuan penyitaan

8. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan
Tindak Pidana Tipikor

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

10. Peraturan Pemerintah Rl Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

11. Peraturan Pemerintah RI Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Rl Nomor 27 Tahun
1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum
Acara Pidana

12. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 7 Tahun 2015 Jo

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Mahkamah Agung Rl
Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kepaniteraan dan Kesekretariatan PeradilanSurat Edaran
Mahkamah Agung Rl Nomor 2 Tahun 2014 tentang




13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21-

Penyelesaian Perkara di Pengadian Tingkat Pertama dan
Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor
KMA/032/SK/IV/2007 Tentang Pemberlakuan Buku Il tentang
Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadian Tingkat Pertama
dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan
Surat Edaran Mahkamah Agung Rl nomor 4 Tahun 2016
tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar
Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman
Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
Standar Pelayanan

Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
2012/DJU/SK/PS.01/ 12/2018 tanggal 12 Desember 2018
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kepaniteraan pada Pengadilan yang berada di Lingkungan
Peradilan Umum

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman
Standar Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan
Tinggi dan Pengadilan Negeri Jo
3239/DJU/SK/HM02.3/11/2019 tentang Perubahan Surat
Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor
77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Pedoman Standar
Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Pengadilan Tinggi dan
Pengadilan Negeri

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
Nomor 1692/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di
Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri
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